
 

SALINANI 

 

BUPATI SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 67 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 35 TAHUN 2019 
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang 	a. bahwa berdass rkan surat Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
B/765/M.SM.04.00/2019 tanggal 28 Juni 2019 hal 
PersettAjuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sambas, telah memberikan 
persetujuan terhadap nilai dan kelas jabatan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
dart kinerja jabatan Aparatur Sipil Negara telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 
2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sambas; 

c. bahwa seiring ditetapkannya Perubahan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang 
terdarnpak Penyederhanaan Birokrasi, telah memberikan 
pengaruh terhadap nilai dan kelas jabatan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian dan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2019 
Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sambas; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 



dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5, lindang-Undang NQmor 9 Tahun 2022 tentang PrQvini 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 



Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1636); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
26); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546), 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang 
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkun.gan 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1047); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 
11); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 
28) ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 35 TAHUN 2019 
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SAMBAS. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas 
Tahun 2019 Nomor 35) diubah sebagai berikut : 

Dian tara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 
1B, sehingga berbunyi sebagai berikut : 



11216s 
EPAL 

suai dengan aslinya 
UKUM, 

S.H. 
4506 200502 1 004 

Pasal 1A 

Terhadap Nomenldatur Jabatan Aparatur Sipil Negara yang Nilai dan Kelas 
Jabatannya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 
2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, maka 
diberikan atau mengikuti Nilai dan Kelas Jabatan yang serumpun sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 1B 

Dalam hal terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan dan perubahan Nilai dan 
Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, clan Jabatan Fungsional 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengacu kepada 
Persetujuan dan/atau Penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 16 Desember 2022 

BUPATI SAMBAS, 

ttd 

SATONO 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 16 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

ttd 

FERY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 67 
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